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PEMBATASAN media sosial yang
sedang digodok oleh Kementerian Ko-
munikasi dan Digital (Kemkomdigi)
Republik Indonesia bukan tanpa alas-
an. Langkah tersebut salah satunya
yakni berdasar pada negara-negara
yang menghadapi pengaruh buruk ter-
hadap platform digital terhadap anak-
anak.

Kita bisa menilik pada salah satu ne-
gara yang menerapkan pembatasan
media sosial, yakni Australia. Di Ne-
geri Kanguru (julukan Australia),
anak-anak di bawah usia 16 tahun di-
batasi dalam penggunaan media sosial.
Regulasi di negara tersebut berani
memberikan sanksi tegas bagi perusa-
haan teknologi yang melanggar dengan
dikenakan denda mencapai AU$50 ju-
ta (sekitar Rp 516 miliar).

Denda sangat besar yang diterapkan
pemerintah Australia tersebut di-
harapkan dapat menekan penyebaran
konten yang merugikan, seperti misin-
formasi, ujaran kebencian, radikalisasi
daring, dan sebagainya.

Sebagai seorang pendidik, apabila
pembatasan media sosial diterapkan di
Indonesia, penulis sangat mengapresi-
asi langkah yang dilakukan oleh peme-
rintah selaku pemangku kebijakan.
Langkah tersebut sangat efektif apabi-
la berkaca pada tata laku pelajar di era
sekarang.

Selain itu, pembatasan penggunaan
media sosial sangat relevan dalam
melindungi anak-anak dari dampak
negatif media sosial yang kian meluas.
Di sisi lain, pemerintah harus mengka-
ji lebih tentang pembatasan media
sosial, sebab dengan media sosial pula
banyak hal positif bagi anak-anak, mi-
salnya hal positif tersebut yakni seba-
gai media pembelajaran oleh generasi.

Peran Guru dan Orangtua

Guru berperan dan bertanggung-
jawab penuh atas apa yang dilakukan
oleh peserta didiknya. Dalam konteks
ini, guru dapat mengalihkan pembela-
jaran yang lebih menarik ketika pem-
batasan media sosial diberlakukan. Pe-
nulis mengimplikasikan hal-hal positif

ketika pembatasan media sosial dite-
rapkan di Indonesia, antara lain; perta-
ma, pemanfaatan pembelajaran luring
yang kreatif. Dengan kekreatifan se-
orang pendidik, siswa akan memiliki
daya imajinasi yang kompleks. Seperti
pemanfaatan buku teks, lembar kerja,
dan modul yang dapat diakses tanpa
menggantungkan pada internet.

Kedua, pembelajaran dengan media
alternatif. Dengan media alternatif
yang dirancang oleh seorang pendidik,
peserta didik tentu tidak bergantung
pada platform-platform media (sebut:
Google Classroom, Zoom) tanpa menge-
sampingkan kekreatifan siswa di
dalam proses pembelajaran.

Ketiga, guru dapat meningkatkan
kecakapan dalam interaksi. Dalam in-
teraksi bukan sekadar di dalam kelas,
guru dapat memanfaatkan media luar
ruang dalam kegiatan pembelajaran.
Sebagai contoh guru dapat merancang
kegiatan luar kelas, seperti diskusi
yang melibatkan siswa secara lang-
sung.

Selain guru yang berperan penting
dalam mengedukasi siswa tentang
dampak-dampak yang
terjadi akibat media so-
sial, peran orangtua sa-
ngatlah vital. Pertama,
orangtua bertanggung-
jawab membantu anak
dalam memahami dengan
bijak mengenai dampak
dari media sosial itu
sendiri. Termasuk mema-
hami etika dalam komuni-
kasi di dunia siber.

Kedua, orangtua ber-
peran dalam mengawasi
aktivitas sang anak dalam
penggunaan media sosial.
Orangtua memastikan
bahwa sang anak tidak
terpapar konten negatif
yang tidak sepantasnya
diakses oleh anak-anak.

Ketiga, orangtua terlibat atas kegiat-
an daring anak dengan tujuan komuni-
kasi terbuka. Tujuan dari keterlibatan
orangtua dalam kegiatan media sosial
anak tak lain agar terciptanya hubung-
an yang lebih dekat dengan menghin-
dari risiko yang kemungkinan terjadi,
seperti cyberbullying.

Terakhir, dengan mendukung aturan
pembatasan media sosial yang sedang
digodok oleh pemangku kebijakan de-
ngan mempertimbangkan dan meng-
kaji lebih matang, harapannya kasus
seperti etika dan moral dengan meng-
gunakan bahasa yang kurang sopan
dapat diminimalisasi di ranah siber.

Penerapan pembatasan media sosial
memang menuai pro dan kontra di ma-
syarakat. Akan tetapi, apabila masya-
rakat kita sadar bahwa aturan pemba-
tasan media sosial diterapkan tanpa
mengesampingkan hal positif di
dalamnya, peningkatan kemampuan
psikologis anak dan peningkatan fokus
pembelajaran akan mudah tercapai.
Semoga. (*)-d

*)Ridwan Mahendra, guru mata

pelajaran Bahasa Indonesia dan Wakil

Kepala (Waka) bidang Kurikulum di

SMK Bina Mandiri Indonesia

Surakarta.

Menanti Bersatunya PWI

Ridwan Mahendra

Menteri Keuangan memberi sinyal gaji ke-13
dan THR  ASN tetap akan cair.

- Cair-mencair.

***

Sufmi Dasco mengatakan masih ada menteri
yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo.

- Perlu ganti notasi?

***

Dampak tanah longsor di Kabupaten
Pekalongan, tiga desa masih terisolasi.

- Segera bebaskan isolasi.

Pembatasan Media Sosial bagi Pelajar

SETIAP tanggal 9 Februari
diperingati sebagai Hari Pers
Nasional (HPN). Peringatan ini untuk
mengenang peran pers Indonesia dan
semangat perjuangan para wartawan.
HPN adalah milik para wartawan dan
insan pers yang menjadi spirit untuk
terus maju dan berkembang meng-
ikuti perkembangan zaman.

HPN juga sekaligus merayakann
hari ulang tahun (HUT) Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) yang
dibentuk sejak 1946 silam. PWI meru-
pakan organisasi profesi wartawan
pertama yang lahir di negeri ini.
Hanya saja pada HPN tahun 2025 ini,
keberadaan PWI sedikit ‘terkoyak’,
karena kini muncul dual-
isme kepengurusan dalam
tubuh PWI Pusat.

Harus diakui, dualisme
kepengurusan ini menjadi-
kan PWI mengalami ‘perpec-
ahan’. Bahkan, konon pun-
cak peringatan HPN pun di-
gelar di dua lokasi, yakni
Banjarmasin Kalimantan
Selatan dan di Provinsi
Riau. Kepengurusan ganda
ini membuat PWI seperti
terkotak-kotak. Ada pe-
ngurus provinsi yang ikut
HPN Banjarmasin, ada pula
beberapa yang memilih
HPN di Riau.

Memang sangat ironis, or-
ganisasi wartawan tertua
harus ‘terbelah’ seperti itu.
Padahal, PWI sebenarnya
memiliki tugas yang level-
nya sudah tinggi, yakni un-
tuk kepentingan bangsa dan
negara. Karena itu,
bertepatan dengan HPN 9 Februari
2025, mestinya menjadi ajang rekon-
siliasi kedua kepengurusan tersebut
untuk bersatu kembali menjadi PWI
Pusat yang utuh.

Baru-baru ini sempat ada kabar
bakal diadakan Kongres PWI yang
dipercepat. Bahkan, untuk keperluan
tersebut sudah disepakati unsur pe-
nyelenggara melibatkan kedua kepen-
gurusan yang berseteru. Mediasi juga
sudah langsung dilakukan pihak yang
netral. Namun, hingga kini belum ada
tanda-tanda bakal berakhir.

Konflik di internal PWI Pusat itu
berawal dari dugaan penyalahgunaan
dana sponsorship Forum Humas
BUMN untuk penyelenggaraan Uji
Kompetensi Wartawan (UKW) yang
diselenggarakan PWI. Namun, menu-
rut Ketua Umum PWI Hendry Ch
Bangun, pihaknya telah menun-

taskan pelaksanaan sanksi dan
rekomendasi Dewan Kehormatan
(DK) PWI berkaitan dengan dugaan
penyalahgunaan dana tersebut.

Karena itu, ia menyebut setelah ke-
putusan dan sanksi DK dilaksanakan,
Ketua Umum dan Ketua DK bersepa-
kat mengakhiri kemelut di PWI Pusat

Tetapi, kenyataan yang terlihat
hingga sekarang upaya perdamaian
itu belum kunjung ada titik terang.
Malahan masing-masing pihak meng-
adakan HPN sendiri-sendiri. Mereka
juga telah membentuk kepanitiaan

dan mengagendakan beberapa
kegiatan. 

Banyak pihak berharap, seharus-
nya mendekati HPN 2025, kemelut di
tubuh PWI Pusat sudah usai. Dengan
demikian, perayaan puncak Hari Pers
yang berlangsung 9 Februari bisa
berlangsung di satu titik saja.

Akibat konflik yang berkepanjan-
gan ini program PWI Pusat pun men-
jadi terhambat. Salah satunya, Uji
Kompetensi Wartawan (UKW) yang
biasanya diselenggarakan organisasi
kewartawanan tertua ini. Selama
PWI Pusat masih dalam pusaran kon-
flik, Dewan Pers sebagai lembaga
yang memfasilitasi organisasi-organi-
sasi pers untuk sementara menstop
kegiatan UKW yang diadakan PWI.

Tak hanya itu, dampak perpecahan
tersebut menjadikan ruangan atau
Kantor PWI Pusat yang berada satu

kompleks dengan Dewan Pers, dis-
egel, sehingga kini kedua kubu kepen-
gurusan PWI yang berseteru harus
berkantor di luar gedung PWI.

Karena itu, konflik internal yang
menimpa PWI Pusat ini seharusnya
cepat diakhiri. Rasanya, tak elok
kalau harus berlarut-larut. Apalagi
organisasi ini mempunyai peran uta-
ma mengawal kepentingan nasional.

Sebagai organisasi yang lahir di
masa perjuangan dan sudah malang
melintang dalam mengarungi berane-
ka zaman, PWI seharusnya mampu
menjadi teladan bagi organisasi ke-
wartawanan lainnya. Para pengurus
yang kini saling berseberangan sam-

pai terjadi dualisme kepemim-
pinan harus duduk bersama
untuk bersatu kembali.  

Momen HPN harus menjadi
penanda mereka menyele-
saikan konflik yang tidak pro-
duktif ini. Mereka tentu ingat
pelaksanaan Kongres XXV
PWI di Bandung September
2023 lalu yang berlangsung
hangat dan penuh persauda-
raan. Meski, saat itu masing-
masing calon ketua umum seo-
lah saling adu kuat, namun pa-
da akhirnya setelah salah satu
dari mereka terpilih, semua
mendukung.

Kalaupun untuk mengakhiri
perpecahan ini harus ditem-
puh melalui kongres yang di-
percepat, mari lakukan de-
ngan kepala dingin, penuh
martabat dan tetap damai se-
bagaimana gambaran saat
Kongres PWI di Bandung.
Bersatulah PWI, ‘Selamat

Merayakan HPN’.(*)-d

*)Mohammad Sobirin, Wartawan

SKH ‘Kedaulatan Rakyat’ dan Wakil

Ketua Bidang Organisasi PWI DIY.

Mohammad SobirinGaduh Gas Melon
WACANA kebijakan penjualan

elpiji 3 kilogram hanya sampai di

pangkalan yang  dilontarkan Men-

teri Energi dan Sumber Daya Mi-

neral (ESDM) Bahlil Lahadalia, be-

berapa hari lalu sempat membuat

gaduh masyarakat. Bahkan Bahlil

juga akan meniadakan pengecer

elpiji 3 kilogram yang sering disebut

gas melon. Dalam waktu bersa-

maan, terjadi kelangkaan gas mel-

on di berbagai daerah.

Menurut Bahlil, wacananya itu

bertujuan untuk mengendalikan

penjualan elpiji 3 kilogram, seka-

ligus untuk mengendalikan harga

gas melon yang mendapat subsidi

dari pemerintah itu tidak di jual di

atas harga eceran tertinggi (HET).

Bahlil juga mengaku wacana terse-

but dilatarbelakangi laporan yang

diterima Kementerian ESDM terkait

penyaluran elpiji 3 kilogram yang ti-

dak tepat sasaran.

Wacana kebijakan dan kelang-

kaan elpiji 3 kilogram tersebut son-

tak menimbulkan kegaduhan di

masyarakat, terlebih pengecer

akan dilarang menjual gas melon.

Kondisi tersebut direspons cepat

oleh Presiden Prabowo Subiyanto

dengan memutuskan bahwa pe-

ngecer tetap dapat menjual elpiji 3

kilogram dan statusnya menjadi

sub-pangkalan. Dengan demikian

diharapkan pengawasan terhadap

penjualan gas melon lebih mudah

dikontrol.

Namun perlu dicatat, bahwa sta-

tus pengecer elpiji 3 kilogram men-

jadi sub-pangkalan memerlukan

proses. Butuh waktu cukup lama,

bahkan tidak menutup aturan dan

prosesnya akan berbelit-belit. Se-

perti diungkapkan Wakil Ketua

DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kebi-

jakan penjualan elpiji 3 kilogram

melalui sub-pangkalan juga me-

merlukan waktu untuk sosialisasi

dan proses legalitas.

Sufmi Dasco menilai, jika penera-

pan penjualan elpiji harus melalui

sub-pangkalan, maka masyarakat

akan semakin sulit mendapatkan

gas melon. Hal itu mengingat pe-

rubahan status pengecer menjadi

sub-pangkalan juga butuh proses

dan perlu sosialisasi.

ÔBlunderÕ Menteri ESDM Bahlil

Lahadalia, terasa membuka fakta

bahwa selama ini ada banyak pe-

nyimpangan terjadi dalam proses

penjualan elpiji 3 kilogram. Masya-

rakat menjadi gamblang bahwa se-

lama ini penjualan elpiji bersubsidi

itu salah sasaran dan harganya di

atas HET. 

Kondisi ini juga direspons DIY,

dengan memastikan stok gas me-

lon yang cukup dan elpiji 3 kilogram

benar-benar dinikmati masyarakat

sasaran. Untuk itu, pangkalan di-

minta tetap menjual elpiji 3 kilogram

sesuai HET yang telah ditetapkan

pemerintah.

Stok elpiji sudah jelas dapat men-

cukupi  kebutuhan masyarakat,

khususnya di Jateng-DIY. Tinggal

bagaimana pemerintah bergerak

cepat memfasilitasi para pengecer

menjadi sub-pangkalan. Yang pasti,

seperti diungkapkan Sufmi Dasco,

sejumlah kebijakan kementerian

memang bisa berjalan tanpa perse-

tujuan Presiden. Namun, Presiden

dapat melakukan intervensi jika ke-

bijakan itu berdampak luas ke ma-

syarakat.

Khusus berkaitan dengan meka-

nisme penjualan pengecer elpiji 3

kilogram, seharusnya para penge-

cer dapat kembali berjualan de-

ngan status sebagai subpangkalan.

Untuk itu, pemerintah mestinya pu-

nya komitmen untuk memastikan

distribusi elpiji 3 kilogram benar-be-

nar tepat sasaran dan sesuai HET.

Kita tunggu saja, apakah akan

ada gaduh gas melon lagi ataukah

ÔblunderÕ Bahlil akan membuka ke-

bijakan baru penjualan elpiji 3 kilo-

gram? ❑ - f

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.
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